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2 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SELATAN.
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor
13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

a. bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala
besar dalam rangka penanganan corona virus
disease 2019 telah diatur dengan Peraturan Wali
Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang
Selatan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan
Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, menyatakan
melakukan  penegakan  penggunaan  aplikasi
PeduliLindungi secara konsisten dan menerbitkan
peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang
kewajiban penggunaan aplikasi dengan memberikan
sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan
publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi
PeduliLindungi, sehingga perlu diubabh;



Mengingat

0.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Wali Kota  tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6487);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8§,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 128);
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7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor
13) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang
Selatan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN

KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13

TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN

SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 20109.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam
Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni
angka 16 dan angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud

dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
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Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang
Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang
selanjutnya disingkat PSBB adalah
pembatasan kegiatan tertentu penduduk
dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-I19).

Barang Kebutuhan Pokok adalah barang
yang menyangkut hajat hidup orang banyak
dengan skala pemenuhan kebutuhan yang
tinggi serta menjadi faktor pendukung
kesejahteraan masyarakat.

Barang Penting adalah barang strategis yang
berperan  penting dalam = menentukan
kelancaran pembangunan nasional.
Penduduk adalah warga negara Indonesia
dan orang asing yang bertempat tinggal di
Daerah.

Penduduk Rentan adalah penduduk yang
dalam berbagai matranya tidak atau
kurang mendapat kesempatan untuk
mengembangkan potensinya sebagai akibat
dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
Pelaku  Usaha adalah  setiap orang
perseorangan warga negara Indonesia atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha di bidang
perdagangan.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan
berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah
kepada  individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial.
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13.

14.

15.

16.

17.

5.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota
Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut
Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah
adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
dibentuk Pemerintah Daerah.

Titik Pemeriksaan adalah tempat pengawasan
pelaksanaan PSBB.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang
selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu
Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang
merupakan identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Surat Izin Keluar/Masuk yang selanjutnya
disingkat SIKM adalah surat yang diberikan
sebagai dispensasi untuk dapat melakukan
kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk
Daerah selama penetapan bencana non alam
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagai bencana nasional.

PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan
untuk menghentikan penyebaran COVID-19
dengan mengandalkan partisipasi
masyarakat untuk saling membagikan data
lokasinya saat berpergian agar penelusuran
riwayat kontak dengan penderita COVID-19
dapat dilakukan.

Tempat Publik adalah suatu tempat yang
umumnya terdapat banyak orang yang
berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan
baik secara sementara maupun secara terus

menerus.

Diantara Pasal 26B dan Pasal 27 disisipkan 1
(satu) Pasal yakni Pasal 26C, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 26C
Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah
penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), Pemerintah Daerah melakukan
penegakan penggunaan aplikasi

PeduliLindungi.
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(2) Penggunaan aplikasi PeduliLindungi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengetatan dan pengawasan protokol
kesehatan di tempat yang  berpotensi
kerumunan dan tempat kegiatan publik
dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi
PeduliLindungi.

(3) Tempat Publik wajib menggunakan aplikasi
PeduliLindungi.

(4) Tempat Publik yang wajib menggunakan
aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) antara lain:

a. pusat perbelanjaan;

b. hotel; dan

c. cafe,

atau tempat publik lain yang ditentukan dalam

surat edaran, pedoman, petunjuk teknis, dan

instruksi dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga

Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar
ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal
15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) sampai dengan
ayat (5), Pasal 18, Pasal 18A ayat (1) sampai
dengan ayat (4), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 26A ayat (1), 26B dan Pasal 26C ayat (3)
dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. pengamanan barang dan/atau alat yang
berpotensi menimbulkan pelanggaran;
pembubaran;
pemberhentian sementara kegiatan;
pembekuan izin;

pencabutan izin;

5o oA

tindakan lain yang bertujuan untuk
menghentikan pelanggaran; dan/atau

i. denda administratif.
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(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i dapat dikenakan
kepada:

a.

setiap orang yang tidak menggunakan
masker saat berada di luar
rumah dan/atau melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) huruf i, Pasal 10 ayat (4) huruf e,
Pasal 10 ayat (5) huruf e, Pasal 18 ayat (5)
huruf c, Pasal 18 ayat (6) huruf b angka
2, Pasal 18 ayat (6) huruf ¢ angka 2, dan
Pasal 18 ayat (7) huruf d dapat dikenakan
denda administratif sebesar Rp.50.000,00
(lima puluh ribu rupiah);

setiap orang yang memberikan tempat
menginap kepada orang yang masuk
Daerah dan tinggal paling sedikit selama
24 (dua puluh empat) jam, namun tidak
meminta dokumen dan/atau melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18A ayat (3) dan ayat (4) dapat
dikenakan denda adminisratif sebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
setiap pimpinan/penanggungjawab
pelaku usaha yang bergerak pada sektor
tertentu yang melanggar penghentian
sementara aktivitas bekerja dan/atau
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat
dikenakan denda adminisratif sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

setiap pimpinan/penanggungjawab
tempat kerja/kantor/pelaku usaha yang
tidak melaksanakan kewajiban dan/atau
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10
ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dapat
dikenakan denda adminisratif sebesar
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);

setiap penanggungjawab /pengelola
restoran/ rumah makan/ usaha sejenis
yang tidak melaksanakan kewajiban
dan/atau melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) dapat dikenakan denda
adminisratif sebesar Rp.5.000.000,00
(lima juta rupiah);
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f. setiap penanggungjawab/pengelola
sarana olahraga yang tidak melaksanakan
kewajiban dan/atau melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) dapat dikenakan denda
adminisratif sebesar Rp.5.000.000,00
(lima juta rupiah);

g. setiap penanggungjawab/ pengelola
hotel/ penginapan/usaha sejenis yang
tidak melaksanakan kewajiban dan/atau
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat
dikenakan denda adminisratif sebesar
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);

h. setiap pemilik /penyedia jasa
konstruksi/usaha sejenis yang tidak
melaksanakan kewajiban dan/atau
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat
dikenakan denda adminisratif sebesar
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);

i. setiap penanggungjawab/pengelola hotel/
penginapan/ usaha sejenis yang
memberikan tempat menginap kepada
orang yang masuk Daerah dan tinggal
paling sedikit selama 24 (dua puluh
empat) jam, namun tidak meminta
dokumen dan/atau melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A
ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan
denda adminisratif sebesar
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

j- setiap penanggungjawab kegiatan sosial
dan budaya yang menimbulkan
kerumunan orang dan tidak menerapkan
protokol pencegahan penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat
dikenakan denda adminisratif sebesar
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Pemberian denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat
Daerah terkait dan dapat didampingi anggota
TNI/Polri.
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(4) Denda administratif wajib disetorkan ke kas
daerah dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara tidak berurutan.

(6) Selain sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau
badan dapat dikenakan sanksi lain sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 1 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 17 Mei 2022
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MohﬁmadEw1n Ardani



